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?s man aerhadap gudu? ini uaﬁam
mewammt Permgamn Lummm ke-
} Ejnwem&tas angiam}waﬂa pada
'tahun ini di{éamng cleh dua hal.
Pertama iatah mtﬁtﬁak per!unva ek-
sistensi Kepai isian, baik sebagaa
fungss maupun spbagaa c::sman dalam
kehidupan bersama’ antar maﬁus:a,
sehingas kalangan hiss ;erﬁu me-
ngetahuinyalebib banvak,
 Kedua ialah tidak dijelaskannya is-
tilah-istilah dalam - rumus  fugas
POLRI dalam Undang-undang, se-
hingga perlu dikajinva dengan ba-
han-bahan dan sumbersumber lain.

Kepolisian pada hakekatnya
timbul sejak manusia dalam hidup
kelompok. Fungsinya ialah men-
ciptakan dan mempertahankan ke-
adaan’ eman dan damai dalam ke-
lompok. Selamea kelompok masih
merupakan kesatuan kecil, fungsi
nengaman dan pendamal dilakukan
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ditunjuknya untuk ftu,

‘adaaft aman dan damai cia' -

Setelah - kelompok menjad
fungsi ini - tidalk muﬂgk%ﬁ”
éakﬁaﬂakan cleh gzammg:sm 5
meiamkan oleh mmng@raﬁg

Adepun- pengertian tent

Eompek pada tingkat perk: :
an ini adalah menurut verst mmim—'
pin .sendiri, den orang-orang vang
mtun;uk :;ebezgas _pengama 3
pandamm tu ?rﬂmgaa%aé*g alat bela-
k& iari pernimpin iy,
Keadaan ini ae*iapp&datmgkaﬁ
perkembangan selanjutnya -setelah
kelompok merupakan masya*ak
besar, bahkan satelah mer‘agad i sua‘*u
hangsa veng dipsriniah SECETE ﬁ}dt;
lak ‘oleh seorang pan@ua’z&_-iér&;’_a, ﬁ
kaisar}. Fi
flaks dalam segarah d&kana;
manusia-manusia yang secara’ i_:_‘_u:iz-
vidual maupun secara kesatuan me- -
lakukan tugas-tugas kem ﬂsean atas
perintah raja.




: %48@ S, M) erdapat para mat‘ach

gag kepahs;an dari para raja.

'-'-':-g-{p«emukamaﬁ ditunjuk “oleh” Firaun
*untuk ‘memelihara keamanan dan
' ke_';arr;i_bafn < dalam  pemukimannya,

'ang dztunjuk untuk tugas-i:ugas

‘prasasti:. pada ‘makam seorang per-
_ iwzra yéng menyatakan bahwa per-
o wir 3‘if:_|m oleh Firaun Sesostris T
o {®th. 1950 'S.M) pernzh diberi
'---'-’tugas mengadakan razia di Oase
'S_szzchia “untuk menangkap para
pelarian kriminal dan mengajukan-
o '_-_'nya ke pengad:ian

~ 'Di Assyria {th. 800 — 612
"._-;S.M.), ditunjuk pemuka kelompok
 “sepuluh”-dan “lima puluh” untuk
' 3:.ké;pé'ntingaﬂ administrasi negara
dan pemungutan pajak.

- Sistem  Kepolisian Assyria ini-
‘{ah vang rupa-rupanyza ditiru kemu-
dian di daersh Jerman sekarang,
dan-kemudian dibawa suku Sakson
ke dasrah Inggris sekarang. Sistim
ini ditemukan Bangsa Romawi se-

- wakiyu menguasai daerah Jerman
{£ th. 57 S.M) dan daerah Inggris
{th. 54 3.M} Di iInggris terdapat
para pemimpin kelompok sepuluh
{ty Thingman) dan kelompok sera-

2

il Babsioma {tahun QUGG e

E)

% -malaikat} yang merupakan petu- -

DI Mesir kuno, para peruka .

: abad periengahan.
i sé?m;:amg petugas-peatugas tertentu.

ekztar Luxor terdapat ra=:bw’can

tus {hundredmaen) . yang bertang-
gung -jawab atas keamanan dan’
ketenteraman dalam k%f@"ﬁpmknya;_
“dan “semua pemimpin ini bemda'

di bawah ssorang :

di- bawah seorang shire-reeve. l*é{ez—'.
adaan ini berjalan sampal pada
Ssjak negara
Romawa menjadi kerajaan pada ta-

hun 54 S.M kaisar Agustus rnem-._
bentuk kesatuan pengawal pnbadi-
bagi kaisar yang dinamakan praefec-"
tura Praetorio dan bertugas mema '
ga keselamatan kaisar, '

Kaisar ke-2, Tiberius, pada ta-
hun 14 M membentuk kesatuan
kepalisian untuk keamanan dan
ketertiban Kota Roma (praefectura
urbis), vang lepalanya (praefect
urbis) diberi wewenang juga untuk
mengadili  perkara-perkara pidana
dan perdata. y

2t wilayah Nusantara kita dike-
nai pasukan Bhayangkara di kera-
jaan  Mahapahit, bentukan Patih
Gajah Mada (abad 14) yang disam-
ping mempunvai tugas-tugas kepo-
lisian, diberi tugas-tugas pertahanan
juga. '

Mamun di samping yang terca-
tat dalam sejarah itu, dapat juga
adanya fungsi dan alat kepolisian
terbaca di belakang peristiwa-peris-
tiwa sejarah vang penting, teruta-
ma vang bersifat pakssan terhadap
rakyat banyak., Memang, paksa-
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2. - Menyelenggarakan -
' -5'.dan koordinasi dengan instan-

'ka fnewu;udkan keamanan dan ke
tertlban masyarakat dengan '

Mengusahakan ketaatan dirl dan -
" warga masyarakat ‘terhadap hu-
Lkum, dan peraturan pemndang-

__:-'undangan

Melakukan peny;dakan perkara

' perdasarkan  peraturan . perun: -

--_\.dang undangan :

. Mengegah dan menangguiang:
. tumbuhnya penyakit masyara-
.. kat dan . aliran kepercayaan

-yang dapat memmbu%kan per-

pecahan atau: mengancam - per-
. satuan.dan kesatuan bangsa;

. “Memelihara keselamatan jiwa ra-
' ga, harta benda dan lingkungan

.:alam. dari-gangguan ketertiban

i atau benca_na termasuk mem-

_ berikan perlindungan ‘dan per-.
~ . tolongan, yang. dalam pelaksa-
S naqnnyq.ngib men}unjung._'i;_in@

. gi harkat dan martabat manu-
" sia; hukum dan peraturan 'perf
undang-undangan; . ;

“kerjasama

: badan atau -lembaga ‘yang
: -:-'.?'bersangkutan dengan fungsi dan
tugasnya; R
_Dalam keadaan darurat, bersa-
- ma-sama segenap komponen ke-
- kuatan pertahanan ‘Keamanan

Shayangkara 03 Desember 1887

'-pentmgan naszonal d
'lewat laut (pasai 30 ayat

'ta menmgkatkan “tertib. hu

kukan
_ -pasnc

melanggar, dapat dlfakukan- terha-'”'

IEgaTE Wi?@kﬁ&ﬁﬁkﬁ“ﬁ' '
.-suai. dengan pnraturan -pern
dang undangan

Tugas-tugas -POLRI lamnya ;alah:_: )

- selaku =komponen kekuatan perta' .
hanan :
: mempertahankan keutuhan wﬂayah-
-daratan ' nasional
&) turut mempertahankan _k
-'an___sei‘uruh perairan . dalam.

“keamanan... negara, . tu

{pasal 30 5ayat;

walayah dtrgantara nasaonal (
30 ayat@) ' o

~Kita kemba[s pada pasal
ayat “(4). Di sini pertama‘tam”'f'--
d:teﬂtukan POLRI seiaku a!at'ne

Menegakkan hukum dapat
secara akt;f da

. Secara':pééif ; 'déﬁééfn' sikap
dap semuajenis hukum.:

Tetapi yang d;maksud dalam -
undang- undang ini tentu penegakan :

- secara -aktif 'yang berupa tmdakan-'_
* tindakan pos;tif spbaga: usaha agar '

pzhak ketiga mentaats hukum dan -
usaha ini bila per]u disertat 'tmdak
an paksaan -

~ Penegakan secara aktif ini, ber~
dasarkan kitab Undang-unda‘xg Hu-

5



ﬁacara Pdana -{ 1
““No. 8 Th. 1981}, hanyalah dapat
_ dliakukan POLRI terhadap hukum
5 -.':'u:ian

2aE menytda'k (o_l_eh .anggota POLRE

akk_ ) n":' hu kum yang da.

S kan. repres;f di!akukan setelah

B _;(dlduga) ter;ad: pefanggaran hu-

" kum; dengan mencari bukti-bukti

"'._'__.dan pelanggamya {dalam KUHAP

o dmamakan penyelldlkan dan penyi-

"""4_'.d1kan) ‘untuk -kemudian diajukan
"-ke pengad;ian melalui pen_u_ntut
__urnum

_ deakah preventlf dilakukan
sebe&um terjadi pelanggaran hukum,
© alah untuk pencegah terjadinva
,;peiariggafan hukum dengan :
1.-"Mengh|iangkan niat (calon pe-
* langgar) untuk meianggar hu-
- ’kum; dan
"2, Menghilangkan  kemungkinan
'.._"ter.jadinya pe[anggaran hukum.

' ';Bahwasanya ttndakan preventaf
dxanggap tidak kurang penting da-
ripada tindakan represif, bahkan
per!u mendapatkan prioritas, dapat
dibaca dalam berbagai ketentuan
hukurm.

6

'hAPﬁrdu'

Al *!KUHP} ‘dan-penegakan ini
berip penyehdk (dapat dxlakukan._
tiap anggota’ POLRI) -dan

DT negara Kits GBHN -

" MPR No. 11/MPR/1983) menyatal

kan dalam Pei:tanya %::ahwa'-‘d iam*f- .
pembinaan keamanan ° umum dap’
ketenteram an masvarakm Ieba___ -dz-'
utamakan .usaha-usaha. pencegahan .
danpenangkaian e

"Dalam undang?ﬁ'ndang ':Pé}'t&
hanan Keamanan Negara mengenai
penyaktt masyarakat (pen;eiasan_
pasai ‘39 avat 2} ditentukan bahwe
tugas POLRI adalah "mencegah
dan:menanggulangi tumbuhnya.’-’-_g

POLRI sendiri, sejak berdiri_rjya
sudah mementingkan usaha-isaha
preventif dan telah mengembang-
kan sistem pembinaan masyarakat,
Mengenai pembinaan masyarakat
ini, “pada tahun 1980 dan 1982
telah keluar “tujuh buah juklak
{petunjuk pelaksanaan) dan empat
belas juknis {petunjuk ta!«:ms) ‘dari
KAPOLRI. :

‘Bahwa di Luar Negeri usaha
usaha preventif dianggap penting
juga dapat kita baca dalam hukum-
nva. o
Jerman sejak tahun 1794, telah
menandaskan dalam undang-undang
bahwa tugas polisinya adalah pe-
nangkalan bahaya (Gefahrenab-
wehr} vang mengancam keamanan
dan ketertiban umum.

Di Perancis dalam Keputusan
Presiden {Decret du President tahun
1968 pada pasal 11, yang menen-

Bhayangkara 03 Desember: 1987



-tokan' behwa-Polisi-Nasional dalam: -

‘melaksanakan ‘tugasnya harus men-
cegahs {prevenir).

mengemhkan ketemban urmnum.

Dl Nederland

dars Rtjkspol_itte (Po!151
teri. - Kehakiman : tanggal.
_bmar: 1966 (memuat mstruksa bagi
"""R;jkspohtte) bahwa petugas ‘polisi
harus - berusaha ‘sekeras mungkm-
untuk” mencegah terjadmya tsnuak

p;dana

Di Inggris, d1 mana tugas dan
" wewenang kepoiisaan “ditentukan
dalam hukum- ‘tak  tertulis, maka
sejak tahun 1829 teiah dncetus
kan The Preventive Principle of
Police, vang k_emudlan dijabarkan
dalam. sembilan asas-asas kepqﬁsian
(mne police " ‘principles).  Selain
dar;pada ini, dalam buku instruk-
si bagi Polisi di Inggns ditandaskan
bahwa “T he primary object of
“Law efficient police is the preven-
tion of crime”.

‘Tugas represif maupun pre-
ventif dilaksanakan dengan tindak-
an-tindakan kepolisian yang diten-
tukan dalam hukum tertulis {un-
- dang-undang) atau tak tertulis.

Menvyadari bahwa undang-un-
dang tidak . mampu memuat se-
mua tindakan vyang diperiukan,
maka aparat kepolisian diberi ke-
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dan -~menangkal
{reprimer) . semua:’ kegiatan - yang

usaha prevent:f-
Negara)'
ditéhtukan""'éa"!am keputusan Men-
10 Fe~

_ menen-tukan bahwa petug
sian harus’ b

bebasan ~terbatas - untuke: mareg'
kan tmdakannya :

‘Pemberian " kebebasan terha?:as B

-___m; d:benkan ‘oleh undang-mnaarg'
‘(Jerman) keputusan Presiden’ (Pran»'_

¢isy; Yurispudensi (Nederiand) atau'
hukum tak tertulis {Inggris ;

Undang undang kepo ‘

yang d;per?ukan berdasar
latannya Mmenurut kewajaba
pflichtsmassigen Ermessen),

Keputusan Presidén. . P
tanggai 24 Januari 1968 m
tukan dalam pasal 11, bahw
tugas polisi nasional harus melal
sanakan tugasnya berdasarkan inisi
atifnya yang tepat (de sa 'p _bre
initiative). Y |

Yurispunden Belanda menen
tukan bahwa tindakan kepg:;_i_i__sian
dapat sah menurut hukum . wa-
lau. tanpa pemberian kuasa khu-
sus oleh undang-undang (re-cht?rié-'
tig zonder speciale wet’tehke mach—
tiging) dan tindakan ini pada
umumnya harus berada dalam
lingkungan kewsnangannya (ibs_pnen_
de kring van zijn bevoegdneden)

Di Inggris, juga di Améiﬁika
Serikat ditentukan bahwa polisi
dalam melaksanakan tugasnya_'da«
pat melakukan diskresi (discretion).
Discretion ini sering diterjemahkan



* dengan kebijaksanaan.

and correct ;ufgmem:).

p engamh dara Iuar {dlscret -

“Corus ob ctn‘ zakeiuk harus efek-
'3-_13tn° :mencapal .sasaran, dan efisl-
_ "en ada keseimbangan antara sarana
_dan tujuan.

' -'Pembatasan tmdakan bebas ini pa-

- da um‘Umnya dapat dlcakup da!am

] rinsip bahwa_ tindakan -
_ "tldak oteh__beriebzh Ieblhan (uber
-_"'massverbot) S e

. Demzkxan tmdakan kepoi:s;an._
da!am ‘menegakkan hukum atay

me helihara tertib hukum

ngas POLRI seianjutnya ada-
' '.':,__‘Iah_ : membtna ketenteraman masya«

'Apa'kéh' 'yang' dimék"s’ud déhgah
_ teraman masyarakat, tidak di-
- terangkan ~dalam undang undang
Daiam Pen;eiasan Umum Un
dang-undang Pertahanan Knamanan
Negara hanya terdapat istilah ling-
- kungan yang tata tentram sebagai
“hasil ‘upaya dalam bidang keaman-
‘an nasional, yang memberikan ke-
mampuan kepada bangsa Indenesia

- " Tetapi ‘me-
-'numt artl as!mya kebuaksanaan:

traman umum- {Offentliche Ruh_
-pernah d:permasafahkan sejak |

~-bahwa offanti:che Ruhe udak da

. tidak _periu
- anggota masyarakat merasa aman

untuk Taemehhara ke!angsungan_ n:
dup. T o e 2 3

Di Jerman pengertian kete

cantumkannya dalam Landrecht ta~-'- '
hun: 1794 sebagai salah_:satu_obje -
tugas kepolisian, Kalangan ilmy
wan _ya_hg -kemudian disetujui ka-
langan ' P'engad:ian berpendapa

merupakan - benda perlm_dungan;
(Schatzgut) tersendiri, karena ‘me-
rupakan suatu unsur, suatu forum
internum dari _keamanan maupun '
dari ketertzban umum. -
Keadaan -tanpa gangguan apapun
bila tidak. menimbulkan rasa ten' |

- tram da%am masyarakat tidak: dapat
' dlkatakan aman atau tert:b

Maka sejak tahun 1831 (Poh-
zewerwaltungs Gesetz) hingga seka—:

rang Astilah Sffentliche Ruhe tidak
“lagi disebut dalam perumusan tugas_ B
Zkepolls;an : '

Adapun pengertsan ketenteram- '
an asyarakat dalam ._L__mdar_ag__uq
dang kita tersebut adaiah Aain,

- Di sini ketenteraman masyara!\at

dlanggap sebagai prakondxsn bag;-'-
tercapamya kaadaan masyarakaL-
vang aman .dan teri:lb sehu_nga
ditanyakan apakah

dan tertib. Cukup, kalau anggété_f
anggota. tidak bersikap mempersu-

Bhavangkara (03 Desember {987



' -_"--kar usana ?S‘ RL: mewugudkan ke~
:ama'aa"s dan ke‘temban mawarakat

. iU!l:.

Barangkah keadaant mmasyarakat
.vang demtk\an -ini . dapat digam-

o parkan. sebagal yeadaan Yang fahirri-

ah tenang, stabﬂ {anpa gejotak

~Grrukiur sosial adal lah sederniki-
L an s rupd sehinga nilai-nilal pokokK
. dan - nofma- .porma dasar tidak atau
hanya sedikit ferganggu- K ehidup-
-an Lelompok- ke\ompok manus‘sa
{Primer maupun ‘Sekundef‘s perjala
fertip tanpa gonflik yand berar’ts
Ada werukunal antar kelompoek

tau golongan di segala bidang

pudaya, agama dan politik.

1nteraksi antar individu beria-
an dengan saling menguntungkan
minimal | tidak merugikan saiah satu
pihak.

Tidak terdapat penyakrt masya-
rakat vyand membahayakan dan
akulturasi dalam masyarakat ter-
xendali sehinggga dapat memperka-
ya kebudayaan nasionat maupun
daerah.

Proses sosial perjatan gubur dan
produktﬁ dan pembangunan ber-
jalan {ahpa dampak- .dampak nega
tif.

Dalam peme\asan pasal 30 ayat
A undang- -undang fersebut dinyata-

kan banhwa POLR! dalam membma‘

ketenteraman masyarakat diwaijio-
kan memberi per\mdungan dan pe-
jayanan kepada masyarakat.

phayangkars 03 Desemner 1987

piodis -datam pen;e‘,asannva

dang undang aciaiah kﬂamaﬂan
syarakat. -

. Dalam Ki
Hukum ?adana (KUH K
dan. Bab Vil mrdapat_pas" pasal
yang mehndungl “apa yang, _dma
makan Keamanan LU akan’

terdapat’ weterangan 1entand pen qor- -
.t'san--.itu, demikian Juge dalam "EUnJ.-
dang-undang” Leadaan. Bahaya |
No. 23!Prp.’1959) ‘Di ‘sinihan
diterangkan pilamana negara. da\am'
keadaan bahaya. : :

Menteri pertahanan - Keaman_.-
an/Panglima Angkaian Berseniatd
kita pada tanggal 28 Januari 1 1972
menge‘iuarkan surai ‘keputusan No
mor SKEP/B/BBH/1972 yang men-
gyahkan Doktrin Qperast KAMT-I_B
MAS bagi pOLRL. Dalam’ SLI_!'_é_'
Keputusan 1t yar
kat dirumuskan sebagal benkut

Keamanan masyarakat da\a
rangka operasi KAMT!BMAS ac
tah suasana yand mencuptakan pa
individu manusia dan masvarai
perasaan -perasaan perikul. . .

a, Perasaan hebas dari gangd
paik fisik maupun psychisy

b, Adanya rasa kepastian dan
pas dari kekhawatirans kel
raguan dan Ketakutan;

¢, Perasaan ditindungt dari &







tahanan Keamanan Panglima Ang-

katan Ber&enjata No. SKEF/B/@@;‘_‘

1/1672 tersebut adalah "%(etertab
an_jorde) masyarakat ada!ah suasa—
na temb dan kei:ert;ban vang me-
rupakan suatu keadaan yang me-
.mmbu!kan kegatrahan dan kes:buk‘

an. bekerja dalam rangka mencapal _

kesejahteraan masyarakaL _se%uru”t
nya. TERT%B adaiah keteramran
'-yaltu sn:uaSi di- mana segaia sesu
atu bergaian secara ‘teratur, 'KE-
TERTIBAN adalah keadaan yang
sesuai dengan dan menurut nor-
ma serta hukum yang ber!a%«:u

Rumus ini tldak sewlas rumus
keamanan masyarakat karena ha~
nya menon;oikan ketertiban masya-
rakat sebagai kondisi untuk menim-
bulkan kegairahan dan ‘kesibukan
kerja untuk mencapas keseja‘ntera
an.’ -
Kahmat terakhlr hanya men;e!askan
arti ketertlban secara umum), tidak
menerangkan norma dan hukum
apakah vyang perlu dipertahankan
untuk mendapatkan ketertiban ma-
syarakat.

Memang pengertian ketertiban
masyarakat atau ketertiban umum
belym mendapatkan formulasi yang
pasti, juga di luar negeri. :

" Di Negeri Belanda, dalam Penje-
lasan Wethoek van Strafrecht, open-
bare orde {ketertiban umum} diarti-
kan sebagai tata susunan alami

Bhavanakara 03 ,Dese'mher 1987

2. Mempergu nakan

dari. masyaraxat.. {natuurh;ke crde-;-- -
der maatschapi) : e
B_agasmanakah tata-susursan aiam;'
ini, tidak d;}eiaskan ieb;h ian;ut

K&mzss Langemeyer yang dsben—
tuk ~pada tahun 1948 oleh . Peme»
rintah ‘Belanda ‘untuk mempelajan

masalah smasalah kepolisiandan: me

nyusun Lmdang -undang kepd! isgan-

* telah.mencoba merumuskan penger» '
“tian ketert;han umum, dengan F I

s, sebagas berakut ”Memeh
hara ketemban umum berupa :

1. Memelinara tingkat ketera’igan
© yang normal (normaal rustni-
veau) dengan : e T

a.=bemndak menga‘tur di 'm ka
umum untuk kepentmgdn '__e_'
lompok manusia yang ‘ber-
ada ci| tempat umum tu;

b, memberantas bahava bags
- -tingkat .. ketepangan se}ama
ini  tidak . berupa tmgkah
laku seseorang tertantu di-
+ . kenal atau tidak;

¢. bertindak lkeras datam ke
adaan khusus, bila ketertib-
an umum terganggu . secara
serius. =

sarana-sarana
paksaan dan kekuasaan terha-
dap individu-individu tertentu.”
Dapat diperkirakan, bahwa -
mus ini tidak akan memuaskan
pembaca.

i3






Cdan sebagainya.

‘karena berfungsi sebagai sarana
penertib dalam hubungan dan inter-
aksi‘antar-manusia dalam masyara-
kat, namun tidak semua norma itu
_menjada tanggungan, alat kepolisian;
apabila dilanggar, seba_b ‘norma-
norma sosial ‘pada prinsipnya dite-
gakkan. oteh .masyarakat. - -sendiri
dengan sanksa sanksa mence!a
mem;}erguncmgkan mengucuikan
Sekahpun demi-
Kian aca se}umiah norma somai
yang d:anggap demaktan vstal ‘bagi
keh;dupan masyarakaﬂ“ sehmgga
apabila d;ianggar mudah menim-
bulkan keresahan atau kemarahan
dalem masyarakat _i'tu;_ sehingga
warga warganya cenderung untuk
bertindak terh_adap si peianggar
minimal mengharapkan dari alat
kepolisian bertindak, maka tindak-
ahnya mudah menjadi berlebih-le-
bihan, bahkan melampaui batas.
Di sini polisi harus bertindak da-
lam memelihara ketertiban masya-
rakat sekaligus mencegah orang
main hakim sendm

Pengadilan federal Jerman Ba-
rat {Bundes verwaltungs gericht)
dalam putusannya pada tanggal
26 Februari 1870 merumuskan ke-
tertiban masyarakat sebagai keutuh-

an norma-norma  yang menurut.

pandangan sosial dan etis vang
berlaku, sebagai syarat. mutlak
bagi suatu kehidupan bersama yang
subur {gedeihlich) antara manusia

Fbanirmmmben s 7 Maspraihar 1007

yang" htdup daiam suam cia"'ah
kepohs:an R :

Baiam hal ini, tadak!ah mudah
untuk menentukan pandangan vang
berlaku, terutarna dalam m“sy'ra_—
kat vang terbuka, yang ciar'aws
apalags masyarakat yang. piurahs‘is
Pada umumnya vang deanggap se—
bagal pandargan vang bﬂrla%(u__ a-

'_lam masyarakat adalah pa'aa gén

mayorntqs

Volkmar Gotz, {Guru bés'ai‘""'idi
Umversxtas Gottmgen) da!am buku
nya : Allgememes Pohze: unf
Ordungsre,eht 1873, merumu_;gaﬁ
ketertiban umum sebagai kum;:;ulé'h
aturan-aturan tak tertulis bag; tsng»

‘kah laku mdmdu di muka umum,

yang realisasinya menurut pandang-
an yang beriaku merupakan syarat
mutlak bagi suatu kehldupan ber-
sama yang teratur antar warga
negara.

Aturan-aturan tak ter'tuii;;', .it;j
adalah Ordnungsnorm yang meiih-
dungi benda-benda kerohanian ber-
sama yang penting bagi kehidupan
{lebens swichtige geistige Gemei'h_s-
chaftsfuter) seperti hak asasi, pen-
dapat agama, ketenangan beragama,
perasaan  nasionalisme, dan seba-
gainya.

Menurut Drews dan Wacke ({(All-
gemeines Polizeirecht 1931} keter-
tiban umum merupakan suatu Blan-
kettbegriff  (pengertian blanko)
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Ce f.merﬁntah H

a.: -'=ff\ﬁeia§'ang d‘engan perundangan :

Pengemwan e e
U1 Pelacuran”

“ 11, -Perjudian

QY. Pemadatan T
V. Perdagangan I manusia
V1.~ Penghisapan l.Waeker}
' :Vﬂ Q?emaiarzdaﬂgaﬂ &

'gwu No. ’;3 Tahun 1961) dalam
pan;eﬁasan pasa 2 menyatakars :
Yang dfmaksw denaan “penyakit
masyaz’akat adalzh antara lain

1, pengermisan; Zu pelacuran; 3. per--

judian, 4. pemadatan, pematukan,
5. perdagangan, manusia, 8. peng-
hisapan {woeker), 7. pergelandang-
an.

Dalam kedua produk legislatif
tersebut tidak }uga terdapat penje-
Jasan: debib lanjut. :

Dr Kartini Kartono dalam tu-
lisannya “pathologi Sosial” 1881,
menyatakan : - Penyakit masyara-
kat adalah semua tingkah laku

yang -berientangandengan [norma-

‘kebaikan stabilitas lokal pola ke-
sederhanaan, moral, hak milik, so-
lidaritas kekeluargaan, -hidup ber-
tetangga, disiplin serta kebaikan
dan hukum formal,

Definisi ini terfalu luas untuk
keperluan tindakan kepolisian. ie-
mang dalam bahasa sehari-hari,

Bhayangkara 03 Deserber 1987

43 penyaktt masyarakat yang_._

dan keadaam sak&t atu

Kuman atau set;aia kelaman _
tubuh maﬁussa yang m@mbawa_ rasa' '
sak;t dmamakaﬁ juga 'p' _ya'ku‘:z:

mrmai éaiam orgamsme hudu”"
Sage ;302}55 yang 're!e\;m ad !ah

ganggu. atau . memmhayaﬁqaﬁ_ ké_
amanan dan ketertiban masyarakat.

Dengan. batasan ini maka g}eﬁyakw .
masyarakat dapat darumusk&n seba-
gai. perbuatan .atau sikap $e;um§ah“
warga masyamkat heraama—sama.
etau sendiri-sendiri secara bem%arg_ '
yarig . oleh 'masyarakat d;rasakan
sebagai merug;kan nitai-nilai- e:éasar~
nya, sehinga seluruh atay -sebaguan._
masyarakat ttdak dapat mez’fungsx,_
secara normal, sebaaa; wadah peme»
nuhan kebutuha*’z dan’ aspxras& baga

individu.

Wadah pemenuhan kﬁbutuhan
dan aspirasi mdw;du mt dapat di-
gambarkan wadah : '

e Kesehatan sosial, ialah perike-
- hidupan ,vang memungkinkan
setiap warganegara mempunyai
cukup kemampuan untuik -me-
melihara dan memajukan kehi-
dupannya sendiri serta kehidup-

an keluarga dalam masyarakat
vang memungkinkannya beker-
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ibtran’ ‘pada waxtunya Huu

¢ 'kok kes&hatan)

Clan 'se'szai matenai ‘maupun spiri-
o tualovang. iliputi - oleh rasa
ke elamatan, cestisilaan dan ke-

nieraman lfahir bathm yang

*-‘53'_ga "degara untuk mengadakan
“usaha pamenuhan  kebutuhan-
 kebutuhan jasmaniah, rohanish
- 'dan -sosial” yang sebaik-baiknya

-’-'bagi diri; keiuarga serta-masya- -

" ‘rakat dengan menjumung tinggi
- hak-hak “asasi ‘serta kewajiban
:'-j-;manusm sesuai dengan Panca-
~“sila (UU No. 6.Th. 1974 ten-
tang’ ‘Ketentuan- ketentuanv Pokok
Kesajahteraan Sosaai) ' '

: -Keterangan tentang deﬂms panya-
kit masyarakai tersebit adalah :

1. Tidak hanya perbuatan, tetapi
juga -sikdp mental sekelompok
manusia dapat merugikan ma-
syarakat, paling sedikit meng-
“hambat - perkembangan dan

‘pembangunan masyarakat. Se-

'.bagai contoh adalah : sikap
“'mangan ora mangan asal kum-
pul” dapat menghambat pro-
-gram transmigrasi. Sikap santai
© dengsn alon-alon asal kelakon,
menghambat pembangunan Na-

18

.-'beﬂs*s aha*i dan- memkmaia_".

0. 9'Th, ?96@ tent ang pekakv :

) 2 K segahteraan sosial: uaiai’* saa*u'
. tata E{ehldupan dan peng‘udup-_

_ 'emungkmkan i:}agl se@ap War::

sional,

2. ?erbuatan ‘atau . szkap negat:f
sekeiampok _ manusua hukan
warga masyarakat waiaupun_;
merugikan masyarakat, tidak
dapat dinamakan penyam ma-
svarakat. .

3. Perbuatan atau sikap seset’;f;f;a{ﬁg
vang melanggar: norma - yang
_beria%(u tidak akan mempunya_z
efek kurang. berfungsinya ma-
syarakat seluruh atau sebagaan_'_
sehingga tidak dapat merupakan
penvakit masvarakat,

4.--Perbuaten - sekelompok” wiarga
masyarakat . yang . merugikan,
harus  berulang untuk dapat
merupakan penyakit masyara-
Kat. :

5. Untuk memenuhi kualifikasi pe-
nyakit - masyarakat, perbuztan
atau sikap sekelompok warga
harus dirasakan oleh masyara-
kat sendiri sebagai merugikan.

Sudah barang tentu, dengan
kualifikasi tersebut, penvakit ma-
syarakat terbatas pada 7 macam
tadi. Kriminalitas, kenakalan rema-
ja, kebiasaan corat-coret sebagai
luapan emosi, korupsi, kolusi dan.
pungutan liar bila dilakukan oleh |
sejumlah warga masvarakat, meru-
pakan penyakit masvyarakat.

Dalam penanggulangan penva-
kit masyarakat telah tersedia per-
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. gturan-peraturan

. dangan {undang»undaﬁg _Pergturan

-Pemanntah Peraturan Daeram cian_"

kehs;aksanaan kebsjaksanaan aparat
Pemenmah " :

KUHP pasa{ '504 metarang pe-_
ngemisan dn muka umum_
pasal 284, 295 296, dapat_

"d;pergunaxan -unmk me—
'_meranga peta ran
303 dan UU No.

Th. ‘2975 dasa"i dipergu-
' nakan untuk memberantas
penya!ahgunaan narkotika;
pasal 287 dan 324 meia
rang perdagangan manusia,
pasal 5085 melarang peng-
gelandangan,

Pada tahun 1977, ~DBepartemen
SOSIa I R.l. mengeluarkan “himpun-
an pokok-pokok kebijaksanaan dan
program terpadu Rehabilitasi Sosial
Pengemis, Ge!andangan dan Orang
ter!antar

~ Pada *i:ahun 1880 ke!uar Per-
aturan Pemerintah No, 31 Tahun

1980 tentang Penanggulangan Ge-

landangan dan Pengemis, di mana
kegiatan penanggulangan mencakup
usaha-usaha praventif, represif dan
rehabilitatif.

POLRI dalam pelaksanaan ke-
bijaksanaan dan Peraturan Pemerin-
tah tersebut bertindak bersama-sa-

Bbsaratoors 1% Deovermbar 1087

“ma instanst
‘da%am bidarg prevent;f dan repre-.
s sebagat peiaku utama dan. ﬁa&am' '

- badang rehab;htatnf membantu ins- -
fansi yang detumuk sesuaa {%enﬁan‘ '
ketentuan. dalam penjelasan  pasal

perundang-un-

| Catau
©1974 meiarang per;ud;an,.
' pasai 506 dan UU No, 8

Veng bersangkutan,

38 ayat bl Undangwundang Parta»
hanan, Keamanan Megara, aalah _
"menyeienggarakan kergasama d__ar
koordinasi .dengan instansi, badan
!embaga yang bema’wgkutaﬁf'.-
dengan fungst dan tugasnya, . _

‘Sampailah ka‘ra pada akhw sam~
butar.ini _
Sebagal  kesimpulan dama’t dskemu-
kakan sehdgai Barikit ¥ : o
1. Terdapat pengeman—mng}é;ﬁzian

dalam perumusan Tugas POLRI
dalam undang-undang * Perta-
hanan Keamanan Negara-f'yéng
perlu dijelaskan lebih “lanjut
secara otentik. re

Penjelasan ini dapat dimuat

dalam undang -undang Kepolisi-

an mendatang, dalam persturan

‘perundang-undangan lain, atau

dalam surat keputusan Menteri

Pertahanan Keamanan.

2. Definisi tentang ketertiban ma-
syarakat dalam surat keputus-.
an Menteri Pertahanan Keaman-
an Panglima Angkatan Bersen-
jata, masih. memerlukan penje-
lasan lebih lanjut,

Dalam perkembangan hu-
kum, ada sebaglan norma-nor-
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”fg?afﬁ”g““me ‘meﬁa?}anxan Ke-
iban_ masyarakat atau ke-
iban’ umum vang dxjatinkan
norma hukum, sehingga timbul
geman ketemban masyara-
kat dalam- arti- formal. {yang
€ hkan da!a*n peraturan
'hukam}'ds sampmg ketertiban
35Ya éka? éa%a“n ar"i:; mates’sa’

ju_mus “f’macﬁas memehhas'a
7 }isharaan keamanan masvarakat
wdan’ | pemeliharaan ketertiban

L masgsara&a’{ dalam arti formal,

4 Pemiel ltharaan ket@mbaﬂ masya-
" rakat non formal oleh POLRI
ocharys __bemﬂerfata.:: pacta persepsi
rmasyarakat -setempat. D sini

sidituntut - kepekean  petugas
- POLRI untuk dapat menyelarni
o diwa masyargkat dan pandang-

“hukum?™ me%apuﬁ; peme# '

- annya terhadap _segi-segi kehi- -
_ﬁugﬁan di dalam (dan . da i
_ tamya : Sebagaa tolok -
tindakan kepolisian adaiah
aksi masyarae(ai

Kuai:?zkasa pengeman penya&zéi ma-
S‘gaa‘aka‘c umuk kepspentingan tm .
dakaﬂ PGLP&? hams dskautkan
dengan p@mehhazaan keamanan darz
ke‘tembaﬁ masyarakat dan daiam.._
m@ﬁcegah dan - menangguiangmya
POLE! txdak selalu dapat beﬂm-
dal sendiri karena masalah pesya- '
kit -masyarakat bukan miasalah
temb hukum saja, s@hmgga parly
dfgaeiahara ker;asama dan koordinasi
vang baik dengan instansi, badan
atau lembaga vang bersangkutan.

Bandung, 20 Juni 1887
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